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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kebijakan rekrutmen anggota Polri oleh Polda DIY dari kalangan 

penyandang disabilitas sudah dilaksanakan. Penerimaan 

penyandang disabilitas di Polda DIY dibagi menjadi dua jalur, yaitu 

melalui Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri dan Anggota Polri. 

Program rekrutmen PNS Polri untuk penyandang disabilitas telah 

dimulai sejak tahun 2019, sementara rekrutmen untuk Anggota Polri 

baru dimulai pada tahun 2024, akan tetapi meskipun rekrutmen 

tersebut telah diterapkan, hingga saat ini belum ada anggota Polda 

DIY yang direkrut melalui program khusus penyandang disabilitas 

yang aktif bekerja sebagai pegawai di Polda DIY. Mengacu pasal 46 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas diatur bahwa dalam proses penerimaan anggota 

dilakukan secara sentralisasi. Untuk PNS Polri, mengikuti jadwal 

penerimaan PNS pada umumnya yang merupakan program 

rekrutmen dari pemerintah seperti Badan Kepegawaian Negara 

(BKN). 

2. Adapun pelaksanaan penerimaan anggota Polri  itu tentunya terdapat 

hambatan- hambatan serta tantangan. Hambatan dapat berasal dari 

Internal maupun Ekternal Polda DIY. Hambatan internal, seperti 
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keterbatasan terkait arahan dari Mabes dan Kualifikasi para kandidat 

belum terpenuhi, adanya kriteria- kriteria yang itu dapat membuat 

para penyandang disabilitas dibatasi. Adapun hambatan eksternalnya 

adalah sedikit pendaftar dari kalangan penyandang disabilitas, 

kendala administrasi dalam proses seleksi kesehatan. Selain hambatan 

Polda DIY juga menghadapi tantangan berupa: pertama stigma sosial 

terhadap penyandang disabilitas; kedua, kesulitan menyesuaikan 

standar seleksi dengan kondisi penyandang disabilitas; ketiga, 

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan rekrutmen 

disabilitas; dan keempat minimnya dukungan dari pihak eksternal. 

B. Saran 

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas dalam proses penerimaan pegawai 

penyandang disabilitas di Polda DIY terbagi menjadi dua jalur, yaitu 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri dan Anggota Polri. Penerimaan 

Anggota Polri dari penyandang disabilitas merupakan program baru 

yang dijalankan oleh Polda DIY dan itu langsung merupakan perintah 

dari Mabes Polri yaitu baru diadakan pada tahun 2024 untuk itu Polda 

DIY sebagai pelaksana di daerah untuk perekrutan anggota mesti 

belajar cukup banyak untuk melaksanakan program tersebut. Agar 

diharapkan ke depannya program ini dapat terlaksana lebih baik pada 

penerimaan anggota polri di periode tahun berikutnya. 
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2. Untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi Polda DIY 

dalam implementasi kebijakan ini perlu dipelajari dan diselesaikan 

satu per satu agar rekrutmen penyandang disabilitas dapat berjalan 

lebih baik di masa depan. Seperti meningkatkan sosialisasi dan 

kampanye publik ke tempat komunitas atau organisasi penyandang 

disabilitas dan melakukan lebih luas lagi bekerja sama dengan 

komunitas penyandang disabilitas, lembaga pendidikan, dan 

organisasi non-pemerintah dapat membantu meningkatkan kesadaran 

tentang peluang kerja di kepolisian. Selanjutnya untuk menghadapi 

hambatan internal, Polda DIY perlu mempersiapkan sistem dan 

prosedur rekrutmen dengan lebih matang pada seleksi berikutnya. 

Sementara itu, dalam mengatasi hambatan eksternal, diperlukan 

koordinasi yang lebih erat antara Polda DIY dan pemerintah pusat 

agar solusi yang tepat dapat ditemukan. Selain itu, berbagai tantangan 

dalam proses rekrutmen dapat dijadikan sebagai rambu-rambu 

evaluasi bagi Polda DIY dalam menyusun strategi penerimaan 

penyandang disabilitas di periode mendatang. 
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